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WALIKOTA KUPANG ,

bahwa wuntuk mermentthi ketentUan Pasal 24 ayat [2)
den Pasal 25 ayalt (2} Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2003 tentang Sstermn Perencansarn
Pembangunan Nasional perlu menisusun Rencana
Keria Pemerinteh Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 {satu tahun;
bahws berdasarkan pertmbangan  sebagairnansa
dimaksud cdalam huruf & perlu  merstapkan
Peraluran Walikota tentang Eencana Keria
Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2022

Undang-Undang Nomor S Tahun K490 tentang
Fembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat L Kupang
[Lernharan Megara Republik [ndonesia Tahun 1996
MNomor 43 Tambahan Lemberan Negara Republik
indonesia Nomor 3633);

Undang undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negama  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahunn 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4286);



#)~

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lemharan Negara Republik Indonesia Talmm 2004
Norngr 104, Tambahan Lembaran Negara Republiic
Indonesia Nomeor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Amntara Pemerintah  Pusat
dan  Pemerintahan Dmerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 443E);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintehan QDaerah {Lemberan Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dinbah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaren Negara Republik
Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Lembaran Negars
Republik Indonesia 657.3);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelvlaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republix Indonesia Tabun 2019 Nomor 42
Tambaban Lembaran Negara Republik Indeonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaiian
Darr  Evaluasi Pembangunan Daersh, Tatz Cara
Evealuasi  Rancangan Peraturan Daerah  Tentang
Rencana Pembangupan Janpka Panjang Dasrah Dan
Rencana Pembangunan Jangks Menengah Daerah,



seria Tata Cara Perubshan Rencana Pembangunan
Jangka. Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, [Dan Rencana kerja Pemerintah
Daerahj;

8. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem [nformasi Pemerintah  (Berita
Negara Republik [ndonesia Nomor 1114 tahun 2019:

Ml

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Kilasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Pembangunan dan keuvangan Daerahl; (Berita MNegara
Repubiik Indonesia Nomer 447 tahun 2{0]19):

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Womor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Repullik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5389 Tahun
202] ientang Hasil Verilikasi Validasi, dan Invertarisasi
Pernuktahiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklator

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

12. Keputussm Mentern Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 20722
tentang Pedoman Panyusunan Remnc ange Kerja Pemerintaby
Daerah Tahun 2023 [Berita Negzma Republik Indeonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

13. Peraturan Daerah Kota Kupanpg Nomor @1 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025 (Lembaran
laereh Kota Kupang Tahun 2008 Nomorl, Tambahan
Lembaran Daerah Kola, Kupang Nomor 197);

14. Peraturan Daerah Kotz Kupang Nomor 13 Tabun 2016
tentang Pembentukan den Susuman Perangkat Daergh
Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Drerah Kota Kppang,



Nomor 273) sebagsimana 1elah diubah beberapa ka;1
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6
Teahun 2019 tentang Perubehan Keduz Alas Peraturan
Daerah Kota Kupang Neomor 13 Tahun 2016 tenang
pembeniukan dan susunan Perangkar Daerah (Lembarart
Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 283);

i3, Peraturan Walitkpta Kupang Nomor 10 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kom EKupang
Tahun 2023-2026, Tambahan Lembaran Deaergh Kota
IKa pang Trhun 2018 Nomor 280},

MEMUTUSKAN:

hMenetaphkan : PERATURAN WALTKOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023.

Paagl 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

L

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengpara
Pemerintaban Daernh yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintakan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan
perwealdlan rakyat daerah dalam penyelenggarnan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah

Badan Perencanman Pembangunan Daerah yang selanjutnya  disebut
Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan
pemerintaban  yang melaksaneken tugas dan mengkoortdingsikan,
mengsinergikan, dan evaluast pelaksanaan rencana pembangunan daerah,
Rencgnia Pembangunan Jangka Menegeh Daerah vang selaniutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daergh untuk periode 5
(ima) tabun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirmya masa
jabatan Kep:ile Daerah.
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Rencana Pembengunan Daemh Terhun 2023-2020 yang sdlanjuinya
disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menepah

Daerah bagi daersh yang masa jabatan Kepsla Dee:ih berakhir pada
tahun 2022,

Rencana Stratepis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebul Renstra
Perangkat Deerah adalah dokumen perencanaan -peranpgkat daersh untk

periode 5 {lima) tahun.
Rencana EKerja Pemerintah Daerabh wang selanjumya  disingkat RKPD

adalah Dokumen Perencanaan iJaerah untuk Periode ] (saitu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah vang selanjuinya  disebur Renga
Perangkal Daerab adalah Dokumen Perencanaan Peranglkat Daerah
untuk periode 1 {gatu} tahun.

Ketnjakkann Umum Anggarat Peandapatan dan Belanja Dasrah yang
selanjutnva disingkat KUA adalah Dolumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiavaan serta asumsi yvang
mendasarinya untuk periode 1 (satu)] tahun.

Priorilas dan Plafon Anggaran Bemenlara yang selanjolnga disinglat
PPAS adalah Program pricritas dan patoksn batas maksimal anpparan
vang diberikan kepada perengkat daerah uniuk setisp proogram sebagai
pcuan dalam penvusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah.

Faxal 2

REKPD Kota Rupang Talwmm 2023 merupakan Penjabaran Rencana

Pembengunan Desrah Kota Kupang Tahun 2023-2026.

REEPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada avat (1] memuat :

a. Rancangan kerangka ekomomi daerah;

b Prioritas pembangunan cdaerah;
Rencana kKerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu] tahun
baik yang dilaksanakan lanpsung oleh Pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masvarakat; dan

d. Kebjekan pemulihan ekonomi dalam penaganen dampak pandemi
rorong, vinus disease 2019 (COVID-19) di daerah .
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Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKFD} Tahun 2023 menjadi
pedoman «alam penyusiman KUA, PPAS. RAPBD dan APBD Tahun
Anggaran 2023,

Rencana Kerja Femerintah Daerah (RKFD| Tabun 2023 sebagaimanz
dimaksud pada ayat (1) menjgdi pedoman begi Perangkat Daerah P1D)
dalam menyusun Rencana Kema (Renju) dan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA} Perangket Daerah tahun anggaran 2023.

Pasal 4

Format daftar isian dan uraian Rencana Kerja Pemerntah Daerah
(RKPD) Tahun 2023, tereantum dalam lampiran yarng merupakan bagian
vanp tidak terpisahkan dari Peraluran Walikota ini

Fasal 5

Perubahan EKPD dan REMJA Perangkal Daerah dapar dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksansannya delam tahun
herjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan melipud :

a Perkembangan yAng Udak sSesual  dengan  asumsi  prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daersh dan keuangan
daerah, rencana program dan kegatan RKPD berkenaan:

b Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA den PPAS
yang tdak terdapat dalam REKPD dan/atau akibal terdapat kebijaken
nasional atan provinsi, keadsan darurat, keadaan luar biasa dan
perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih  tingg
setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman perubahan rencana kerja perangkat daerah,

4 <



Pasal 6

Peraturan  Walikota ini mulal  berlaku  pady  tangeal
diundangkan.

Agar setlap orang dapuat mengetahuinv g, memerintahken pengundangan
Peraturan Walikota i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Kupang. ‘

Ditetapitan di Kupang
pada tamggal & Juli 2022

}gw&umm EUPANG,Fé

WEFIRSTECH R RIWUKORE fu

Diundangkan di Kupang
pada tangeal o Juli 2022

{ASEKRETARIS DAERAH KOTA KUPAHG,}‘

IESTLEY FUNAY

[ -

BERITA DAERAH KOTa KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 604
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